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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR: 2 TAHON 1991 SERI B NO. 1 

PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR : 28 TAHON 1990 

T E N T A N G 

PERSEWAAN MESIN GILAS DAN ALAT-ALAT 

BERAT 

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO . 

Menimbang a. bahwa dengan ma.kin berkembangnya pe~ -
bangunan Kabupa ten Daerah Tingka t I I 
Sukoharjo, maka perlu mendaya gunakah 
mesin gilas dan alat berat milik 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sukoharjo; 

b. bahwa untuk mernelihara, r.1erawat dan 
memperbaiki. · mesin gilas dan alat 
berat tersebut maka perlu menetapkan 
uang sewa mesin gilas dan ·alat berat 
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M ngingat 

l , I 'l schuhunga.n cJcngru1 ha:J L<:r·~r•h 
1, • ),1 )W1 . , ~ · · 1J l 

d 1. ,11. ;1s pc r I u rnengg;.t n t, 1 P(~ r-ri Lu r-- · 
( ,, ' D h T. rj n 

1 ,10,.,111 l<n.hupatcn a ra 1.ngkat. 
1 

S~tl<O;lnr j o Nomor 3_ Tahun ·198 1 Len Lari!, 
Pcr sewaan Mcs.Ln G1las cJengan Pera.tura.~ 
Daerah. 

1. Undang-widang Nornor 5 T~hun 197 4 ten_ 
tang Pokok-pokok Pemer1ntahan di Da.-
erah; 

2 . Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 
ten tang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupa ten dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Tengah; 

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 
tentang Peraturan UmurnRetribusi Daerab 

4. Undang-undang Nanor 8 Tal1un 1981 ten­
tang Hukum Acara Pidana; 

5. Pera turan Pernerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang­
undang Hukuk Acara Pidana; 

6 • Pera turan Dae rah Kabupa ten Daerah 
Tingka t I I Sukohar jo Nomor 8 TahW1 
1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabu­
paten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

Dengan persetujuan Dewan Perwaki la Rak M-..ua\n K bu-
pa ten Daerah Tingkat II Sukoharjo.n yat ~~ a 
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Menetapkan 

M E M U T U S K A N 

PERATURAN DAERJ\fl Ki\f1UP/\TEN 0/\EHAfJ T I N(, 
KAT I I SUKOIIARJO TENTANG PETTSEW/\AN MES TN 
GILAS DAN ALAT-ALAT □EilAT. 

BAB I 

KETEN'fUAN UMUM 

Pasal 1 

I)alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sukoharjo; 

b. Bupa ti Kepala Daerah adalah Bupa ti Kepala Dae rah 
Tingkat II Sukoharjo; 

.I 
c. Ispektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wila-

yah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

d. Dinas Pekerjaan Urrrum adalah Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

e. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan pada 
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

f. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretaria t 
~ilayah/paerah Tingkat II Sukoharjo; 

g. Mesin Gilas adalah Mesin Gilas milik Pemerintah 
_. . . Daerah Tingka t I I Sukohar jo; 
· h .. 1 Ala t-ala t Bera t adalah mesin Wacher, mesin pemecah 

Batu,mesin Penyemprot Aspal dan mesin Stemper (pema-
dat); 

i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupa ten Dae rah Ting­
ka t II Sukoharjo; 
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I JI -• 

k. J\ ] u1 ·ahan ada J ah . ua t u W i l ay£J 11_ yang ~ i l, ('r~nr;~, r i r) I r.1 
sejuml ah 1 ~nduduk yang r~rnpunya1 .~Jrga n J sa_s I pr:mr,r In~ 
taJ1 i er endal1 langsung d1bawal1 Cc:1ma t ~ . t 1cJak bf-Jrh;ik 
men relenggarnkan rumah tangganya send1r1. 

BAB II 

PENGGUNAAN DAN PERIJINAN 

Pasal 2 

( 1) Mesin Gilas dan a tau Ala t-ala t Bera t yang tidak 
digunakan untuk keperluan Pemerintah Daerah dapat 
disewakan kepada pihak yang membutuhkan. 

(2 ) Penggunaan Mesin Gil as dan a tau Ala t - ala t Berat 
sebagaimana dimaksud dalam aya t ( 1 ) Pasal ini hanya 
dapa t diberikan kepada pihak yang mela.ksanakan 
pekerjaan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sukoharjo; 

(3) Penggunaan Mesin Gilas dan atau Alat-alat berat di 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo harus 
mendapat Ijin Bupati Kepala Daerah; 

(4) Untuk dapat menggunakan mesin gilas dan atau alat­
alat berat sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dan (3) 
~~~al ini, penyewa harus mengajukan peITTDhonan 
1J1n kepada Bupati Kepala Da.erah; 

(S) Tata cara pennohonan ijin persewaan mesin gilas ~an 
atau alat-alat berat diatur oleh Bupati Kepala 
Daerah. 
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petugas-petugas yang menjalankan mcsin gila~ dan 
(1) atau alat-alat berat dia.tur oleh KepaJ.a DPU. · 

(Z) petugas-petugas sebagaimana tersebut aya t ( 1) Pasal 
ini melapor dan bertanggung jawab kepada Kepala 
OPU. 

3) petugas-petugas tersebut menerima. uang l elah yang 
( dibebankan pada penyewa. 

BAB III 
i • , ' J • tr 1 1 I •-" l 

P E R S E W A A N 
Pa.sal 4 

(1) Untuk menggunakan mesin gil~s dan atau a.lat-alat 
berat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) Pasal 2 Per 
aturan Daer~ ini• dikenakan :uang ·sewa . 

. • 

(2) Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) Pasal 
ini ditentukan sebagai berikut: 

a. Mesin Gilas dengan berat 1. ton s/d 5 ton sebesar 
Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupi­
ah) sehari; 

.I 

b. Me~·.;~. Gilas dengan berat diatas 5 ton sebesa~ .. _ 
Rp. 25. 000, Ob (dua puluh lima ribu rupiah) 
sehari; 

c. Mesin Wacher sebesar Rp. 15.000,00 (li ma belas 
ribu rupiah) sehari; 

d. MesinPemecah Ba tu sebesar Rp. 30. 000, 00 ( tiga 
puluh ribu rupiah) sehari; 
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. 1 /\spa, 1 snbr!Sctr flp • 20 . 00(), 00 
' Mr's \ n I ( •nyt~1p1 o : i Ah) s har .i ; 

h I :1 } ll 1 \111 l' l \ )ll l Up -

. . . ,. (Pcmadat) sebesar Rp. 10. ooo ,00 
\" . M ., 111 St0.mp01 . 

. 1 l ,--1bu r upiah) schar1 . 
(Rf'Pll U 1 . 

" . .... eba airnana dlmaksud ayat (2) PasaJ 
(3 Hi tunga.n sel1ar 1 . 

8
. c. g 07 oo sampai de ngan jam 16. oo: 

i ni adalah mulai Jam • ' 

_ De /Kelurahan yang menggunakan mesin gilas 
4) Kl1usus -slat alat berat diatur oleh Bupati Kepala 

dan atau a a -

( 5) 

Daerah. 

Uang sewa sebagaimana dimaks~d. d~lam ayat (2) 
(4) Pasal 4 Peraturan Daer~ ~ni disetor ke 
Daerah. 

BAB IV 
. . , 

KEWAJIBAN - PENYEWA 

Pasal · 5 

dan 
Kas 

( 1) Selama menggunakan mesin gilas dan a tau alat-alat 
berat, penyewa selain mepayar ~ang. sewa· sebagairnaria 
dimaksud dalam ayat (2) dan' (4) Pasal 4 Peraturan 
Daerah ini, diwajibkan pula untuk: 

a. Memenuhi kebutuhan bahan bakar, oli mesin dan 
pelurnas; 

b. Memberikan uang lelah, makan da.n waktu istirahat 
kepada petugas yang menjalankan mesin gilas dan 
atau alat-alat berat; 

c. Besarnya uang lelah sebagaimana dimaksud dalarn 
huruf b ditentukan sebagai berikut : 

1. Petugas pengemudi sebesar Rp. 1.500,00 (se­
ribu lima ratus rupiah) sehari 
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2. Pet~gas pembantu s b sa , 
rupiah) sehart • .r ltp • 1 . ()C)(J ()r 

' • ) l ( t' . , . ~:rJr1, 
d- Mena.ggung b1aya per baikan ker 

gi las dan a tau al a t - alat be\ USakan r j 11,.,~ . rat r-;ar1 rrr ,,,J 
al<i bat penggunaan a l a t te - Yang d j t j rr t- .. ~ r, 

r sebu t • ~ - JlJ 1 k?.s.n 
e, Mengembalikan mesi n gi l as 

berat dalam keadaan baik dan ~:n atau aJ at-ala 
, ' pat waktunya . 

(2) yang dimaksud dengan kerusak . 
( 1) huruf d Pasal ini adala~n ~ingan menurut aya. 
kUrang dari Rp. 100.000,00 (serat eru~akan bernila~ 

us r1bu rupiah ) . -

Pasal 6 

Penyewa banya diijinkan menggunakan mesin gilas d 
atau alat-alat berat untuk proyek atau pekerJ·aan an 

d · t tuk d 1 · · · seper -ti yang 1 enp an a am lJln. sebagaimana dimaksud avat 
( 2) Pasal 2 era turan Daer ah 1ni . ~ 

BAB V 

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN 

Pasal 7 

( 1) Pelaksanaan Pera turan Daerah ini di tugaskan kepada 
Bagian Pembangunan dan Dinas Pekerjaan Umum. 

( 2) Pengawasan a tas pelaksanaan Pera turan Daerah 1ni 
diserahkan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan 
Bagian Hukum. 

Pasal 8 

( 1) Selain Penyidik Polisi Negara Re_publik Ind~n~s~a 
yang bertugas menyidik tindak p1dan_a, peny1d1kan 
atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
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\' ' l'il 1 \ w:1 n D1H'l"ll h in i chtpH I, ,juf(fl cl i. I a k Ilka n , _..., 

1 <''\ l\1
1 
di I l\ -iµ.:1w, ; Nr•fTC'l' i ~ i pi 1 ( PPNS ) rl i I I ngk11 1~~~·h 

r'<. roc-r'i nt ::th Dn<'rnh yang p ngangkatrtnn ya ti i L0. t aPltri 
~ S\Uti c30n gi:u1 pcrund.angan yang berl aku. \,Jn 

2) Dalam me]ak a.na.kan t ugas1 ~cnyidtk Pegawai Nr,~ger, i 
Sipil (PPNS) sebagaimana d1maks ud ayat ( 1) Pa~a] 

ini berwenang: 

3
• menerima laporan a tau pengaduan dari seseorang 

tentang adanya tindak pidana; 

b. Melakukan tindakan pertama pada. ksaat i tu di tern_ 
pat kejadian dan melakukan pemer1 saan; 

c menyuruh berhenti seseorang tersangka dari per­
buatannya dan memeriksa. tanda pengenal diri 
tersangka; 

ct. melakukan penyitaan benda dan atau surat. 
I • • •. . 

e. mengambil sidik jari dan m.eIP<?tret seseora~g; . 

f. Memanggil seseorang untuk. didengar dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saks1; 

g . . Merida tangkan orang ah1._i1.\ ~yang di per 1 ukan dalam hu­
bungannya dengan pemeriksaan perkara; 

. -
h. menggadak.an penghentian pe,qyidikan setelah men-

dapat petunjuk dari Penyidik Pol":isi Negara Re­
publik Indonesiabahwa tidak. terdapat cukup bukti 
a tau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 
pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan 
SE: ?_:..:: ~~tr:ya rr.c:;la.lui Penyidik Palisi Negara Repu­
blik Indonesia memberitahukan hal tersebut kEp3d:1. 
Penuntut umurn, tersangka atau keluarganya; 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
dapa t , dipertanggung j_awabkan. 

(3) Un tuk pel ?..ksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah 
ini diberikan biaya operasional yang besarnya di­
tetapkan dengan Keputusan Bupa ti Kepala .Daerah ctan 
di tampung dalam Anggaran Pendapa tan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 
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Pn ~r-1 I 9 

BAB VII 

Pasa l 10 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Da ... ah Lni 
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kep::i.la Datrah 
sepanjang rnengenai pelaksanaannya. 

Pasal 11 

Sejak berlakunya Pera turan Daerah 1n1, maka Pera t:ura.n 
Daerah Kabupa ten Daerah Tingka t I I Sukohar jo N0010r 3 
Tahun 1981 tentang Persewaan Mesin Gilas yang dlundang­
kan dalam Ls.'Ylharan Daerah Kabupa t en Daerah Tingka I I 
Sukoharjo tanggal 30 Maret 1982 Seri 8 Nanor 1, diny· ta 
kan tidak berlaku lagi. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di un­
dangkan. 
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\11'.,'WAN PlmWJ\KllAN RAKYAT 0/\El{L\H 
KABUPATEN DAERAll Tit,(,1<AT tl 

$UKOHAlUO 

KETUA 

ttd 

DJOKO WALUJO, BA 

Sukoharjo, 29 Oesernher 1~ d0 

BVP/\TJ. KEPAl.A D.AERAH Tl l\t'KAT · ll 
SUKOHARJO 

ttd 

Drs. SETYAWAN SADONO 
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DISAHKAN 

~an Keputusan Qibernur 
Kepala Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah 

ranggal 16 Pebruari 1991 No. 188.3; 54; 1991 
An. SEKRETARIS WIIAYAH DAERAH TIID<AT I 

JAWA '!EtaJ-1 
Kepala Biro lfuktrn 

ttd 

SARDJITO,SH 

NIP. 500 034 373 

DIUNDANGKAN 

Dalam l.arbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 

Naror : 2 Tanggal 5 Maret 1991 Seri B No. -1 

SEKRETARIS WIIAYAH / DAERAH 

ttd 

Dr s. SOET JI PTO 
NIP. 500031518 
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